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ABSTRACT

IMPLEMENTATION STRATEGY OF PUBLISHING KTP-el
IN NUNUKAN REGENCY

Faridah Aryani

Faridaharvani7(@gmail.com

Graduate Programme
Open University

The main aim of this research is to generate description and analyze
strategy of publishing KTP-el in Nunukan Regency based on the Law
23 Year 2013. This research use qualitative methode by using data
colection with documents and files study and interview. Miles and
Huberman methode is used for data analyze. The result of this research
study based on the real action which is counducted by Disdukcapil
Nunukan and showing of taken programme strategy by forming
Registration of Residents Service Team at all level, starts from regency,
district, and sub-district level. This programme is implemented with
budget commitment of Rp. 773.672.000,- and Disdukcapil Nunukan
Regency does not have to cut the publish budgeting of KTP-el,
eventhough this fact ( budget cut) has done in other field of goverment
programme. Official procedure of the strategy is Disdukcapil publish of
circular letter to cutting of the beraucracy barrier, which is publishing
KTP-el can be done directly from Sub-district to Disdukcapil. Especially
for district level with difficult access of transportation lack of
technology access, effort strategy is done by mobile enrollment with
pick-up the ball system for making the process of recording and
publishing KTP-el more effective and efficient.

Keyword : Strategy, KTP-el, Policy
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ABSTRAK

STRATEGI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( KTP-el ) DI KABUPATEN
NUNUKAN

Faridah Aryani

Faridaharvani7@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi
pelaksanaan penerbitan KTP-el di Kabupaten Nunukan dengan adanya Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pengumpulan data melalui telaah dokumen dan wawancara, dan analisis
datanya menggunakan rumusan Miles dan Huberman. Hasil penelitian didasarkan
pada tindakaan riil yang dilakukan Disdukcapil Nunukan dan menunjukkan
bahwa strategi yang dilakukan melalui program adalah dengan membentuk Tim
Pelayanan Pendaftaran penduduk tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan,
Sosialisasi, pembentukan SDM dan penyediaan sarana prasarana. Program ini
kemudian diimplementasikan melalui komitmen penganggaran sebesar Rp.
773.672.000,- dan Disdukcapil Kab.Nunukan tidak mengurangi anggaran
penerbitan KTP-el walaupun terjadi pengurangan anggaran di bidang lain. Dan
strategi dalam hal prosedur adalah Disdukcapil mengeluarkan edaran untuk
memangkas birokrasi, dimana penerbitan KTP-el dapat langsung dari Kelurahan
ke Disdukcapil. Khusus untuk kecamatan yang jauh dari akses transportasi dan
akses teknologi, dilakukan melalui mobile enrollment dengan sistem jemput bola
agar perekaman dan penerbitan KT-el lebih efektif dan efisien.

Kata kunci : Strategi, KTP-el, Kebijakan
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Kondisi tersebut membuat Kabupaten Nunukan menjadi salah satu pintu
gerbang vyang menghubungkan Provinsi Kalim( Tenaga Kerja Indonesia )
Kalimnantan Utara dengan negara Malaysia, sehingga merupakan daerah transit bagi
TKI ke luar negeri, tempat penampungan TKI bermasalah dari Negara Malaysia
sehingga rawan dengan masalah kependudukan. Bahkan dalam 3 bulan terakhir, TKI
vang dideportasi dari Malaysia mencapai ribuan orang, dan hampir seluruhnya belum
memiliki identitas kewarganegaraan. Hal ini membuat DKPS sebagai dinas yang

bertanggungjawab terhadap pelayanan kependudukan harus membuat berbagai
terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik vang lebih
mudah, murah dan efisien.

Disamping itu berdasarkan topografi, Kabupaten Nunukan didominasi oleh
perbukitan juga memiliki sekitar 10 sungai dan 9 pulau yang tersebar di seluruh
kabupaten. Hal ini berdampak pada akses antara wilayah kecamatan/desa di
Lingkungan Kabupaten Nunukan menjadi sedikit rumit. Dengan demikian akses
transportasi, akomodasi, jaringan dan akses lainnya yang menghubungkan antar satu
daerah dengan dacrah yang lain membutuhkan transportast darat yang cukup jauh,
faut dan udara. Hal ini merupakan karakteristik tersendiri yang harus dilewati oleh
pemerintah sebagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelayanan publik pada

umumnya dan pelavanan KTP Elektronik pada khusunya. Gambaran mengenai

kondisi akses antar Kecamatan diillustrasikan sebagai berikut :
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Gambar 4.2
lustrast Akses Antar Daerah Di Kab. Nunukan

Kondisi geografis dan topografis tersebut merupakan salah satu sumber
kesulitan Kabupaten Nunukan dalam menata administrasi kependudukan selama ini.
Sehingga dengan adanya program administrasi kependudukan secara elektronik ini,
mendukung terciptanva tata kelola kependudukan dan juga merupakan momentum
tepat bagi pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dapat mengakses data
kependudukannya dengan baik dan benar, sehingga proses perencanaan dan penataan
pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dapat optimal.

Jika ditinjau dari keadaan kependudukan (Demografi). Kabupaten Nunukan
memiliki wilayah yang cukup luas dari luas Propinsi Kalimantan Utara (Bappeda
Kabupaten Nunukan). Pada awal berdiri di tahun 1999, Kabupaten Nunukan
memiliki jumlah penduduk sebesar 79.620 jiwa. Seiring dengan berjalannya waktu
dengan pembangunan vang terus dilaksanakan maka jumlah penduduk pun semakin

meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2016 sebesar 182.5/6 jiwa
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(DKPS Kabupaten Nunukan 2016). Peningkatan jumlah penduduk tersebut
disebabkan beberapa faktor :

. Letak geografis dari Kabupaten Nunukan itu sendiri yang strategis

dimana berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga mampu

menjadi jalur perdagangan.

o

Banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia terutama dalam bidang
pengelofaan sumberdaya alam sehingga mampu menarik minat

penduduk dari luar daerah untuk bermigrasi ke Nunukan,

]

3. Kabupaten Nunukan merupakan pintu gerbang TKI yang ingin mengadu
nasib di negeri Malaysia, TKI yang gagal merasa enggan pulang ke
daerahnya dan lebih memilih menetap di Nunukan untuk mencari
peluang kerja yang lain. Tidak kurang pula calon TKI yang tadinya
berencana mengadu nasib di Malaysia justru membatalkan niatnya
danmemilth menetap dan mengadu nasib di Kabupaten ini. Hal ini
memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun. (Bappeda Kabupaten Nunukan).

Pemerintah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Bupati, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
yang membawahi sebanyak pada 15 Dinas dan 11 Lembaga Teknis Daerah (LTD).
dan 2 Sekretariat serta Kepala Satuan Kerja setingkat eselon III yaitu sebanyak 2
Kepala Kantor, 16 camat. dan 8 lurah. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten

Nunukan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
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1) Bupati Nunukan ;

2) Wakil Bupati Nunukan ;

3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ;

4) Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, yang dibantu oleh :
5) Asisten Tata Pemerintahan, yang terbagi dalam bagian sbb :

L. Bagian Pemerintahan:
2. Bagian Hukum
3 Bagian Pertanahan;

Asisten Ekonomi & Pembangunan yang terbagi dalam bagian sbb :
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Bagian Ekonomi;
3. Bagian Pembangunan:

Asisten Administrasi , yang terbagi dalam bagian sebagai berikut :
1. Organisasi;

Bagian Umum;

Bagian Humas dan Protokol;

b)E\)

I. Sebanyak 15 dinas, yaitu : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan.
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkcbunan., Dinas Kelautan dan
Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas
Pertambangan dan Energi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan

o

Lembaga Teknis sebanvak I1. yang terdiri dari : Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda). Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
Inspektorat. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluh Daerah. Badan Kesatuan Bangsa Politik

dan Perlinduncan Magvarakat, Radan Koordinaci Penanaman Modal dan
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Perijinan  Terpadu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan

Pengelola Perbatasan Daerah

[9P]

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; Satuan Polisi Pamong Praja.
Sekretarial KORPRI
4. Kantor Kecamatan sebanyak 16 yaitu : Kecamatan Nunukan. Kecamatan
Nunukan Selatan, Kecamatan Sei Menggaris. Kecamatan Sebuku,
Kecamatann Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Utara.
Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan
Sembakung, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan
Krayan. Krayan Selatan. Kecamatan Tulin Onsoi. Camat Sembakung
Atulal
5. Kantor Kelurahan sebanyak 8 yaitu : Kelurahan Nunukan
Timur,Keluarahan Nunukan Barat, Kelurahan Nunukan Utara, Kelurahan
Nunukan Tengah, Kelurahan Nunukan Selatan. Sclisun. Kelurahan
Tanjung Harapan Dan Mansapa, serta
6. Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.

Schubungan dengan hal itu, dalam melaksanakan proses penataan dan
pengelofaan admininstrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Nunukan merujuk
pada PP No. 41 Tahun 2007 dan PP No. 37 tahun 2007. maka Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menjadi instansi/unit kerja vang ditunjuk

untuk bertanggungjawab dan mengemban amanah tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

64

B. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DKPS) Kabupaten Nunukan
sebagai Instansi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

1. Susunan Organisasi.

Berdasarkan peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2015 tentang
penjabaran tugas pokok. fungsi dan uraian tugas Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipii Kabupaten Nunukan, susunan Organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris dengan personil yang terdiri dari :

Iy Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Sub Bagian Keuangan

Sipil dengan personil terdiri dari :
1) Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
2) Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

d. Bidang Kependudukan dikepalai oleh Kepala Bidang Kependudukan
dengan personil terdiri dart :

1) Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk

2) Kepala Seksi Pindah datang Penduduk

g

Bidang Intformasi dan Teknologt Jaringan :

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data

Iy Kepala Seksi Teknologi Perangkat dan Jaringan Komunikasi Data
f. UPTD Dinas

atan Frnnocinnal
atan Fungcionatl

ey - <
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Struktur organisast Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siptl Kabupaten Nunukan
dapat dilihat pada lampiran.

6. Tugas Pokok dan fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya

Kepala Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil ( Disdukcapil ) mempunyai tugas
pokok :

) Membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta
melaksanakan urysan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang
kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan dan perundangan
vang berlaku.

2) Dalam mekaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud keapala Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

o nis penyelengagaraan urusan di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standar,
prosedur dan kreteria yang telah ditetapkan .

b) Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tehknis
kesekretariatan dinas.

c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan Pengendalian kebijakan tehknis
dibidang kependudukan.

d) Perumusan, perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian dibidang
pencatatan sipil.

e) Perumusan. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang informasi dan teknologi jatingan.

f)  Pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan fungsional

g) Evaluasi dan pelaporan dan tata laksana rumah tangga dinas dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

\ B
a) Perumusan dan peneta

7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan
1) Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada

masa yang akan datang. Dengan mmiliki visi arah kegiatan vang harus

dilaksanakan harus jelas dan terfokus.
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Adapun Visi Dinas Kpendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil )
Kabupaten Nunukan adalah : = Terwujudnya Sistem Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib, akurat dan dinamis =

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut perlu
diberikan penjelasan dari visi tersebut sebagai berikut :

(1) Terwujudnya berarti upaya- upava yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) untuk mencapai suatu
tujuan secara terus menerus

(2) Sistem berarti suatu jaringan kerja Sistem Administrasi Kependudukan
(SIAK) dari rosedur — rosedur vang saling berhubungan, berkumpul
bersama — sama unuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan
suatu sasaran tertentu.

(3)  Administrasi berarti suatu proses kerjasama berdasarkan rasionalitas

(4) Kependudukan berarti segala perubahan yang berhubungan dengan
aspek kehidupan berupa komponen — komponen ( kelahiran, kematian
dan perpindahan ) yang berakitan dengan jumlah. komposisi dan
distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

(5) Pencatatan sipil berarti layanan yang brkaitan dengan kelahiran,

kematian, perkawinan dan masalah catatan sipt! lamnya.
(6) Tertib berarti keharusan setiap masyarakat berdasarkan hukum yang
berlaku.

(7)  Akurat berarti data krpendudukan yang diterima dari tiap kecamatan,
propinsi dan pusat bersipat cepat, tepat dan valid.
(8) Dinamis berarti sebuah pendekatan untuk memahami perilaku sistem
masyarakat yang komplek dari waktu ke waktu.
2) Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil ) Kabupaten
Nunukan.
Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi
dapat teriaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah
ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran

organisasi dan pihak lain vang berkepentingan dapat mengenal dan

mengetahui keberadaan dan peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
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Sipil Kabupaten Nunukan. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa
vang akan dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuaten Nunukan

sebagai berikut :

(1) Meningkatkan Kualitas layanan sebagai  administrasi
kependudukan.

(2) Meningkatkan tertib administrasi

(3) Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan

kependudukan dan kesadaran bermasyarakat
(4) Membangun system dan jaringan infprmasi kependudukan terpadu

3) Tujuan
Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalah sebagai

berkut :

(1) Meningkatkan pelayanan kcp
“Betler cheaper dan faster ( leb
).

(2) Meningkatnya upaya tertib administrasi kependudukan

(3) Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan
kependudukan dengan melibatkan instansi terkait dengan unsur-
unsur kewilayahan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan
penduduk pendatang serta pengawasan Warga Negara Asing
(WNA) dengan berbagai permasalahan.

(4) Meningkatnya jaringan dan sistem informasi kependudukan vang
terpadu.

quaral-at 7 iri
masyarakat yang bercirikan

ih baik terjangkau dan tepat waktu

4) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan secara terukur yvang akan dcapai
secara nvata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan tahunan. Berdasarkan
pengertian tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Nunukan menetapkan sasaran sebagai berikut :

(1Y Meningkatkan Kualitas Pelavanan K'TP dan Akta Catatan Sipil.
a. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (K'TP)
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b. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

(2) Meningkatkan tertib Adimiristrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil
a. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
b. Rasio bayi ber Akte Kelahiran
¢. Rasio pasangan ber Akte Nikah
d. Kepemilikan KTP
Kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk

[¢]

(3) Meningkatnya sistem administrasi kependudukan
a. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
b. Penerapan K'TP Nasioanal berbasis NIK
5) Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

(1) Optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan
Kependudukan dan pencatatan sipil dengan mlibatkan instansi

terkait dan unsur — unsur kewilayaan dalam rangka mengawasi dan
mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan Warga
Negara Asing (WNA) dengan berbagai permasalahan dengan
mlalui Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)

(2) Peningkatan administrasi sistem kependudukan dari pelayanan
catatan sipii.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam
mengantisipasi tantanagan ke depan menuju terciptanyan kondisi yang lebih baik.,
sebagai organisasi vang secara terus menerus mengembangkan diri dan kinerjanya
melalui kebersamaan. inovasi dan kualitas kerja.  Meningkatnya pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Nunukan. menjadi tantangan dan tuntutan pemerintah
Kabupaten Nunukan serta masvarakat didalam pelayanan langsung kepada
masyarakat. Disdukcapil tetap akan mempersiapkan diri guna tetap eksis dan
senantiasa menounavakan neruhahan kearah vang lehih haik

o1
pag
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Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terprogram, konsisten dan
berkesinambungan,  sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja  yang
berorientast pada pencapaian hasil atau manfaat visi yang merupakan cara pandang
jauh kedepan tentang kemana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Nunukan akan diarahkan serta apa yang dicapai.

Dalam rangka menertibkan kependudukan, pemerintah Kabupaten Nunukan
mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006. tentang Administrasi Kependudukan, dimana
ditindaklanjuti melalui peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasional.

Dalam rangka penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), secara
struktural Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Nunukan
mengemban tanggungjawab secara teknis dalam hal pelaksanaannya melalui Bidang
Pendataan Penduduk dan Informasi Kependudukan dan Bidang Pencatatan Sipil dan
Pelavanan Kependudukan. Kedua Bidang ini masing-masing menjalankan program
penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara bersama-sama. tanggungjawab
pada masing-masing bidangnya. namun tetap saling koordinasi untuk menjamin
optimalisasi program. Sedangkan untuk bidang Intormasi dan Teknologi Jaringan
betum dilantik dan belum diisi bidangnvya termasuk UPTD yang masih dalam tahap
perencanaan.

Hal ini dinyatakan oleh Kabid Pencatatan Sipil dan Pelayanan Kependudukan

bahwa:
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“Kedua bidang ini membagi perumusan kegiataan didalam dalam rangka
penerapan KTP-el. Misalnya untuk kegiatan sosialisasi, diberikan kepada
bidang Pencatatan Sipil dan Pelayanan Kependudukan. sedangkan untuk
kegiatan koordinasi, penetapan sumber daya aparatur dan pengaturan sarana
prasarana bidang Pendataan Dan Informasi Penduduk. Namun pada
pelaksanaan dilapangan, ketika mengadakan, sosialisasi. koordinasi ke sctiap
Kecamatan. kami membagi tim agar lebih efektif, jadi tidak jalan sendiri-
sendiri.  Hal ini dilakukan agar tidak ada ego ditiap bidang untuk merebut
kepcentingan, dan sebenarnya kita sudah merencanakan membuat UPTD.
namun terkait aturan masih berubah-ubah dan membutuhkan waktu yang
panjang. akhirnya masih dalam tahap perencanaan™
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan program
pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah Kabupaten. Formulasi

strategi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan sebuah
implementasi strategi dalam bentuk tindakan yang rill oleh Kabupaten/Kota. Namun
sebelum lebih jauh mengungkapkan dan memahami implementasi strategi penerapan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), maka terlebih dahulu akan digambarkan

KTP-el itu sendiri.

C. Kartue Tanda Penduduk Elektronik { KTP-el)

KTP Elektronik atau KTP-cl adalah dokumen kependudukan yang memuat
sistem  keamanan/pengendalian  baik dari sisi administrasi ataupun teknologi
informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Autentikasi Kartu
Identitas (¢-/D) pada KTP-el menggunakan sidik jari sebagai biometrik verifikasi dan
validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik. Penggunaan sidik jari K1P-el
tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg). tetapi juga dapat dikenali
melalui ¢hip yang terpasang di kartu. Data yvang disimpan di Kartu tersebut telah

dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Sidik jart yang dirckam dari setiap
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wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh). tetapi yang dimasukkan datanva
dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai
autentikasi untuk KTP-el karena alasan berikut:

[. Biaya paling murah. lebih ekonomis daripada biometrik vang fain
Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan

kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik. tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

(-2

Selain itu. manfaat K'TP-el diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:
I. Identitas jati diri tunggal

2. Tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat digandakan
3. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada
4. Untuk menjamin keamanannya. struktur KTP-el terdiri dari sembilan

layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional.

Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas

(dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang ak an

mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan

dikenali oleh alat pendeteksi KTP-el sehingga dapat diketahui apakah

KTP terscbut berada di tangan orang yang benar atan tidak.  Untuk

menciptakan KTP-el dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup

banyak, diantaranya:

(1) Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip

(2) Pick und pressure. yaitu menempatkan chip di kartu

(3) Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang
menyerupai spiral)

(4) Printing.yaitu pencetakan kartu

(5) Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik

(6) Laminating. yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

(7) KTP elektronik dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relicf
text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di
bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di
dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan
Machine Readuble Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport
Specification 2006, Bentuk KTP elektronik sesuai dengan 1SO 7810
dengan form faktor ukuran kartu kredit vaitu 53.98 mm x 85.60 mm.

Fungsi dan kegunaan KTP-el adalah :
I. Sebagai identitas jati diri
Berlaku Nasional. schingga tidak perlu tagi membuat KTP lokal untuk

pengirusan izin. pembukaan rekemng Bank. dan schbagainya:
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o

Mencegah KTP ganda dan pemalsuan K'TP

Lo

Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program
pembangunan.

Dalam rangka penerbitan KTP-cl ini pemerintah Kabupaten Nunukan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Seccara Nasional, berkewajiban dan

bertanggungjawab menjalankan hal-hal scbagai berikut :

I. Tata Cara Perckaman Sidik Jari Penduduk
Perckaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP-el dilakukan di
tempat pelayanan KTP-el secara massal dan tempat pelayanan KTP-el

secara reguler.

2. Perekaman sidik jari penduduk sebagaimanadilakukan oleh Petugas
Operator.
3. Petugas merekam scluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan

perekaman tangan kanan mulai tbu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari
manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari
tengah, jari manis dan jari kelingking.

4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk disimpan ke dalam database
kependudukan di ternpat pelayanan.

5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan
kanan penduduk juga direkam ke dalam chip KTP-el.

6. Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat
direkam ke dalam chip KTP-el. dilakukan perekaman sidik jari vang

o

lainnva dengan urutan jari tengah. jari manis. atau ibu jari.
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I. Untuk Penerbitan KTP-el secara reguler pada Pasal 5 :

a. DKPS Kabupaten melakukan personalisasi data vang sudah
diintefikasi kedalam blanko KTP-el;

Melaksanakan pendistribusian K'TP-el ke tempat pelayanan KTP-el;
Menerima KTP-el dan melakukan verifikasi meialui pemadanan sidik
jari penduduk; dan

d. hasil verifikasi sidikjari penduduk sebagaimana dimaksud apabila
datanya sama, maka KTP-el diberikan kepada penduduk. apabila
datanya tidak sama. maka KTP-e! tidak diberikan kepada penduduk.

e. Dalam hal terdapat data yang tidak sama. Petugas di tempat pelayanan
KTP-el mengembalikan KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
untuk dimusnahkan.

f. Penduduk dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir

Permohonan

Database kependudukan sebagaimana dimaksud dikonsolidasikan dan

disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

0]

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas. dalam pelaksanaan penerbitan Kartu

- bE IS o . 1 1
ktronik di Ka ca pemerintah kemudian

Tanda Penduduk Ele
membagi peran kepada tiga SKPD yang saling bersinergi, vaitu Kelurahan/Desa,
Kecamatan dan Disdukcapil. Masing-masing SKPD memiliki kewajiban untuk turut
meningkatkan pelayanan KTP-el, namun secara makro disusun melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai program dan persiapan

pelaksanaannya, penyiapan anggaran dan prosedurnya dengan berbagai tahap

sebagaimana peneliti akan paparkan sebagaimana berikut :

D. Pembahasan Dan Analisis
1. Implementasi Strategi Dari Segi “Program”
Dalam melaksanakan program pelavanan K'TP elektronik. Disdukcapil

membuat persiapan-persiapan diantaranya adalah :
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1) Pembentukan Tim Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nunukan

Pembentukan tim pelayanan pendaftaran penduduk. dibuat dalam rangka
pengelolaan data kependudukan, pelayanan dokumen penduduk dan pencatatan sipil
secara terpadu, terarah. terkoordinasi dan berkesinambungan. Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kemudian membuat Surat Keputusan
Bupati dengan Nomor 188.45/615/1X/2015 tentang Pembentukan Tim pelayanan
pendaftaran penduduk Kabupaten Nunukan. Pembentukan ini terdiri atas 2 (dua)
tingkatan. vaitu tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan tingkat Kelurahan Dan Desa
sebagimana terlampir pada tesis ini.

Adapun Surat Keputusan tersebut memuat nama dan jabatan serta besarannya
honorartum yang diterima para petugas dan juga memuat tentang tugas pokok dan
fungsi masing-masing. Hal ini dapat dijelaskan secara global sebagai berikut :

a. Tim pelayanan pendaftaran penduduk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

! Penanggungjawab ]—:\Kadis Kependudukan Dan Pencatata: Sipil m‘
’ Supervisor Datduk Kecamatan : Seluruh Camat di masing-masing wilayah
Veritikator Dan Validasi Dafduk iictlz:ﬁj;tanKaSi Tapem  di - masing-masing
’ Operator Dafduk it:f Khusus yang ditunjuk di masing-masing
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b. Tim pelayanan pendaftaran penduduk Tingkat Kelurahan Dan Desa

. . o . [ :
Petugas Registrast | @ 2 Orang Dari Kec. Nunukan Selatan | PNS

] ;2 Orang Dari Kec. Sebatik Barat
1‘ 5 Orang Dari Kec. Sembakung

; 2 Orang Dari Kec. Sebatik Utara
; 2 Orang Dari Kec. Sebatik
\ 2 Orang Dari Kec. Sebatik Timur
14 Orang Dari Kec. Lumbis

[ Orang Dari Kec. Sebuku

3 Orang Dari Kec. Sei Menggaris
17 Orang Dari Kec. Krayan Selatan 139 orang

60 Orang Dari Kec. Krayan

| 4 Orang Dari Kec. Tulin Onsoi

n

N
uidil

o

s
V)
o
o
7
[¢)
@)

Operator Dafduk | 1 Orang Dari Kec. Nunukan
I Orang Dari Kec. Nunukan Selatan | PNS
I Orang Dari Kec. Sebatik
1 Orang Dari Kec. Scbatik Barat
} Orang Dari Kec. Sebatik Timur 8 orang

I Orang Dart Kec. Sebatik Utara

I Orang Dari Kec. Sebatik Tengah
I Orang Dari Kec. Sebuku
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10 Kecamat i o
1 Operator KTP-c| \O ecamatan Minus Krayfln, Krayan | NON PNS
| Selatan, Sembakung dan Sembakung l
‘] Atulai i
i
}_
- PetugasRegister 3 Orang Dari Kec. Nunukan 94 orang

3 Orang Dari Kec.

Nunukan Selatan

7 Orang Dart Kec. Sembakung
3 Orang Dart Kec. Sebatik

2 Orang Dari Kec.
2 Orang Dari Kec.
2 Orang Dari Kec.
2 Orang Dari Kec.
2 Orang Dari Kec.

9 Orang Dari Kec.

Sebatik Barat
Sebatik Timur
Sebatik Utara
Sebatik Tengah
Sei Manggaris

Sebuku

10 Orang Dari Kec. Lumbis
20 Orang Dari Kec. Lumbis Ogong
I Orang Dari Kec. Sembakung Atulai

8 Orang Dari Kec. Tulin Onsoti

3 Orang Dari Kec. Krayan

7 Orang Dari Kec. Kravan Selatan

Sumber : data DKPS KBBHBaten Nunukan Tahun 2016

Adapun tugas dan agenda kerja/kegiatan tingkat Kabupaten adalah :
I) Penanggung jawab : bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan
pendaftaran penduduk di Kabupaten Nunukan
2) Supervisor Dafduk :
. Membina dan mengawasi proses pelayanan SIAK dan KTP Elektronik di
Kecamatan

~

2. Memberikan persetujuan perubahan biodata penduduk

(]

Memberikan persetujuan pereetakan dokumen
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4. Verifikator Dan Validasi Penduduk :

a. Melakukan penelitian berkas permohonan pendaftaran penduduk dan
validasi data sesuai lampiran dokumen sebagai data pendukung
pendaflaran biodata dan permohonan cetak dokumen kependudukan

b. Memaraf resi berkas permohonan pendaftaran penduduk yang telah
diveritikasi untuk penerbitan dokumen kependudukan

¢. Melakukan registrasi permohonan penerbitan dokumen kependudukan

3) Operator Datduk :

a. Membantu supervisor pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk
dalam mengendalikan proses penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk

b. Membantu memberikan persetujuan perubahan biodata penduduk

¢. Mengawasi kinerja operator. verifikator pendaftaran penduduk dan
petugas pendafiaran penduduk fainnya

d. Melapor kepada supervisor pencatatan sipil dan pendattaran penduduk
apabila terjadi permasalahan dalam operasional pendafiaran penduduk.

Sedangkan tugas tim Pelayanan Pendaftaran Penduduk tingat Kelurahan dan desa
sebagai berikut :
[) Operator KTP Elektronik :
a. Melakukan kegiatan perckaman foto. tandatangan. sidik jari dan
iris mata
b. Melakukan perubahan data pada perangkat AFIS atas persetujuan

supervisor aplikast STAK
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¢. Memelihara semua perangkat
d. Mengatasi kerusakan tehnis
2) Petugas Register Kecamatan
Membantu camat dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau UPTD
kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.  Penghubung dalam penyampaian dan
pengambilan dokumen kependudukan ke dinas kependudukan dan pencatatan

sipil kabupaten Nunukan

[9S]
—

Petugas Registrasi Kelurahan/ Desa
a. Membantu kepala desa/ lurah dan dinas kependudukan dan
pencatatan sipil atau UPTD kependudukan dan pencatatan sipil
dalam memberikan pelayanan  pendaftaran  penduduk dan
pencatatan sipil
b. Mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa- kelurahan
dan membuat laporan jumlah penduduk lahir. mati, pindah datang
setiap bulan.
Tugas tim pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten Nunukan
secarahirarki telah terwakili disetiap desa/keluarah. kecamatan hingga kabupaten.
Namun terlihat bahwa pertanggungjawaban DKPS secara hirarki hanya berada penuh
pada Kepala Dinas. sementara bawahannva tidak mendapat porsi untuk ikut menjadi
bagian dari pendaftaran kependudukan. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis.
mengapa demikian ? Apakah tidak ada petunjuk tekhnis terkait hal tersebut 7 ketika

ditanvakan kepada Kasubid Pendaftaran penduduk menjawab :
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“walaupun dalam Surat Keputusan tidak mencantumkan nama kasubid dan

Kabid dinas kependudukan dan pencatatan sipil. kami tetap bertanggungjawab

terhadap dokumen yang telah dikeluarkan terkait bahwa hal tersebut telah

menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi kami selaku aparatur. Karena jika
nama-nama kami dimasukkan dalam SK, akan membebani anggaran,
sehingga kami hanya mengangarkan orang-orang vang sifatnva operasional
dilapangan. Ini kami lakukan untuk efesiensi, DKPS merampingkan tanpa
mengurangi cfektifitas yang dimungkinkan dapat menghambat KTP-el.
sehingga tim tersebut dianggap mampu mengakomodir keadaan (wawancara

tanggal 26 April 2016)

Tim ini bekerja selama 12 bulan (1 Tahun) melalui keputusan Bupati
Nunukan dan anggarannya dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nunukan, ditetapkan tanggal 02 Januari 2016 dan
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mencermati hasil rekapitulasi terhadap SK Tim pelayanan pendaftaran
penduduk sebagaimana tabel diatas, penulis beranggapan bahwa tim tersebut kurang

efisien. terlihat dari rasio jumlah penduduk dan komposisi tim sebagaimana penulis

rekap pada Tabel : 4.1 ( Rekapitulasi Komposisi Tim Pelayanan)
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o V ~ Tiumlah [ Belum 1
) v S Jumlah |
No. | Nama Kecamatan Penduduk | Cetak l Tim | Rasio
Wajib KTP | KTP-el | |
T ! T I —
1. Sebatik 3.982 12732 | 1:636
Toom e T
2. Nunukan 43.337 112,969 0 |
B I S I
3. Sembakung 4417 1 1.635 2 L1827
4| Lumbis 1050 NESERE! EEEES
e B B S ———— — ‘ T
5. Krayan 1 5.735 J 1.682 160 1128
| e | |
6. Sebuku 7.356 13010 |1 E [:3010
i |
N !
7. Krayan Selatan 1.302 86D 17 }l 150 j
— S O |
8. Sebatik Barat 5.925 1.689 5 | 1:337
— — | —
9. Nunukan Selatan 10.886 3.254 2 11627
S R e
0. Sebatik Timur 9.062 13284 2 101642
|
1. Sebatik Utara 4.873 | 1.494 2 11747
12. Sebatik Tengah 4.839 1.598 2 1:799
: - e
13. Sei Menggaris | 5.626 2736 13 [:912
| - 1 —
14 | Tulin Onsoi | 5.626 2633 4 Jr! 658
15. | Lumbis Ogong 3.13 2138 |20 11107
S [ R hf__.#_.__,%_____.w
16. Sembakung Atulai 1.903 s s | 1:223
Total : o127y 43249 | 138 (1:314 }

Jika dilihat pada nomor urut 5. 7, 15 dan 16 rasionya terlalu dekat dan sangat

tdak efisien. disamping itu juga tidak menunjukkan efektifitas yang signifikan.

Penulis beranggapan bahwa jumlah 60 PNS vang di SK-kan menjadi polemik

tersendiri. bahkan kemungkinan besar sama dengan jumlah PNS yang ada di

Kecamatan Krayan. Ketika hal ini ditanvakan pada pihak DKPS. ditemukan jawaban
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“bahwa ini terkait dengan wilayah yang jauh dan berbatasan langsung dengan

negara tetangga, sehingga kita tidak mungkin memberikan tanggungjawab

kependudukan kepada kecamatan fangsung. Jadi sctiap kepala desa diberikan
kewenangan langsung karena ini rawan disalahgunakan. dan agar aman maka
tidak dipres sebagaimana dengan kelurahan atau kecamatan lain diluar

Krayan. Misalnya untuk Nunukan dan Sebatik. kita masih bisa atasi

sedangkan diwilayah tiga kita masih belum berani untuk mengendalikan

langsung”

Strategi dalam hal perekrutan petugas pelayanan pelaksanaan penerbitan
KTP-el ini menurut penulis sudah tepat dengan asumsi bahwa kecamatan di
Kabupaten Nunukan berbeda karakteristik serta cakupan layanannva. sehingga
dibutuhkan kearifan dan kebijakan sebagai upava percepatan penerbitan KTP-el di
Kecamatan tertentu. Hal ini telah sesuai dengan Asas Pelayanan publik berdasarkan
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, vang diantaranva disebutkan bahwa :
Kondisional yang artinya sesuai dengan Kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip cfisiensi dan efektifitas; dan
Partisiparif artinya mendorong peran serta mayarakat dalam penyelenggaraan

pelavanan publik dengan memperhatikan aspirasi. kebutuhan dan  harapan

masyarakat.

2) Sosialisasi

Sasaran sosialisasi penerbitan KTP elekironik adalah instansi terkait dan
penduduk. karena itu semua diharapkan untuk bisa berperan akuf dalam
menvampaikan kepada masyarakat . baik Ketua RT. Ketua RW. Kelurahan dan
Kecamatan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan pengertian
bahwa mulai pemerintah mewajibkan kepada penduduk untuk melaksanakan

pendataan dan pendaftaran penduduk baik vang telah memiliki untuk diganti menjadi
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KTP-el, maupun yang belum memiliki KPT-el agar segera mengurus kepada instansi
vang menangani.

Dalam pensosialisasian KTP Elektronik. dikoordinir melalui Bidang
Pencatatan Sipil Dan Pelayanan Kependudukan Kabupaten Nunukan. Menurut Kasi
Pengelolaan dan penyajian data bahwa :

Sosialisasi penerbitan dan pencetakan K'TP-el dalam bentuk investigasi vang
sasarannya masih di Nunukan dan Nunukan Selatan, dialog interaktif dan
sosialisasi pengumuman dan penyampaian mefalui media massa dalam hal ini
melalui Radio Republik Indonesia (RR1) dengan menjelaskan adanya program
pendaftaran dan penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan yang
sifatnya gratis. Sosialisasi ini juga memuat tentang tata cara dan persyaratan
mendapatkan KTP-el, sehingga masyarakat langsung mendapat informasi dan
telah menyediakan dokumen yang harus dilengkapi ketika ingin mendapatkan
pelayanan KTP-el.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa sosialisasi dalam bentuk investigasi
adalah :

“Biasanya banyak masyarakat vang melaporkan kepada kami
mengenai jumlah penduduk didaerahnya yang belum memiliki dokumen
kependudukan, sehingga dari laporan tersebut, kita akan mengumpulkan data-
data yang dimaksud sechingga mencapai batas yang wajar. Setelah itu, kita
akan melakukan koordinasi dengan RT, RW dan kelurahan setempat untuk
disediakan waktu untuk melaksanakan sosialisasi sekaligus proses perekaman
dan pendaftaran penduduk. Hal ini telah banyak kami lakukan di perusahaan-
perusahaan tertentu, artinya kita menjemput bola agar memudahkan bagi
masyarakat dalam pengurusannya dan kami juga dapat memberikan pelayanan
vang maksimal. Kita juga mendorong agar wilayah-wilayah lain yang
mengalami hal yang sama agar melaporkan kepada kami. agar kami segera
dapat menindaklanjutinya”™

Dari  data tersebut diatas, peneliti  mengasumsikan bahwa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya memaksimalkan pensosialisasian
KTP Elektronik secara menveluruh di Kabupaten Nunukan karena jika dilihat dari

S P B O ol r P P
LaDC WisCouL. 3053141iSast il

-3

i dilaksanakan setian harinva denean durasi vane paniang

Oea fyue
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disamping itu juga dengan tetap membuka kesempatan kepada masyarakat untuk
bertanya secara langsung. Ini berarti DKPS sejak awal adanya program ini telah siap
dengan segala persiapan baik dari segi bahan sosialisasi maupun dari segi sumber
daya manusia dan materi lainnya.

Strategi implementasi dalam bentuk sosialisasi selalu menjadi salah satu
solusi dan kebijakan dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar
lebih ctektif, efisien dan massif, dengan demikian akan terjabarkan program
pemerintah dari mulut ke mulut sehingga memudahkan pemerintah mencapai target
dalam pelaksanaan penerbitan KTP-el. Kegiatan ini menjadi andalan dan favorit
disetiap SKPD dan harus diakui efektif dalam menyampaikan suatu program kepada
masyarakat. Sebagaimana Charles H. Cooley menyatakan bahwa salah satu pola
sosialisasi adalah Sosialisasi partisipatoris (participatory socialization), yang
menekankan pada interaksi dan komunikasi lisan yang bersifat dua arah, hukuman
dan imbalannya bersifat simbolik. dimana sosialisasi sangat penting karena
merupakan proses vang dibutuhkan sebelum masuk ke dalam kelompok. organisasi.
dan masyarakat melalui agen-agen sosialisasi yang salah satunya melalui media
massa. Dengan adanya sosialisasi. masing-masing individu dapat menempatkan diri
dengan baik di dalam berbagai situasi dan kondisi karena telah memahami dan
mengenali lingkungannya, yang artinya ketika masyarakat memahami dan menerima
informasi dari pemerintah. akan menyesuaikan diri dan akan terpanggil untuk

melaksanakan seruan tersebut,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

84

3) Pembentukan Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia)

Pelaksana program dalam hal ini sumber daya manusia yang akan
menjalankan perekaman dan penerbitan KTP-el tidak kalah pentingnya dalam
pclaksanaan ini, Karena sukses tidaknya program tersebut tentu karena kiprah dan
kesiapan serta pengetahuan yang dimiliki oleh penyelenggara itu sendiri. Dalam hal
int sebagaimana petunjuk teknis vang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri
bahwa petugas pelayanan penerapan KTP-el adalah operator, petugas pendukung
(registrasi) dan supervisor yang mana pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Kabupaten Nunukan.

Sebagaimana yang peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa dalam rangka
efisiensi dan efektifitas Disdukcapil dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati,
merangkum secara global tanpa mengurangi tujuan yang diinginkan, sehingga
operator. petugas pendukung dan supervisor teknis telah berada dalam satu kesatuan
sebagai Tim Petugas  Pendaftaran penduduk Kabupaten Nunukan. Tugas
kewenangan dan fungsi petugas pelayan pendaftaran penduduk ini sebagai berikut :

I. Penanggung jawab

Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk di Kabupaten Nunukan

b

Supervisor Pendaftaran Penduduk (Dafduk)
a. Membina dan mengawasi proses pelavanan SIAK dan KTP -el di
Kecamatan

b. Memberikan persetujuan perubahan biodata penduduk, dan

@]

Memberikan persetujuan percetakan dokumen

L

Verifikator dan validast Datduk Kecamatan
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a. Melakukan penelitian berkas pemohonan pendaftaran penduduk dan
validasi data secsuai lampiran dokumen sebagai data pendukung
pendaftaran biodata dan permohonan cetak dokumen kependudukan.

b. Memaraf resi berkas permohonan pendaftaran penduduk vangbtelah
diveritikasiuntuk penerbitan dokumen kependudukan

c. Melakukan registrasi permohonan penerbitan dokumen kependudukan

4. Operator Dafduk.

a. Membantu suvervisor pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk
dalam mengendalikan  proses penerbitan  dokumen pendaftaran
penduduk.

b. Membantu memberikan persetujuan perubahan biaodata penduduk.

c. Mengawasi kinerja operator . veriftkator pendaftaran penduduk dan
petugas pendaftaran penduduk fainnya.

d. Melapor kepada suvervisor pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk
apabila terjadi permasalahan dalam opersionalisasi pendaftaran

penduduk.

5. Operator KTP —FElcktronik

a. Melakukan kegiatan perekaman foto, tanda tangan, sidik jari dan iris
mata

b. Melakukan perubahan data pada perangkat AFIS atas persetujuan

suvervisor aplikasi SIAK.

[}

Memelihara semua perangkat dan

d. Mengatasi kerusakan teknis.

6. Petugas pendaftaran penduduk kecamatan
a. Memabantu Camat dan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
atau UPTD kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan
pelavanan pendatiaran penduduk dan catatabn sipil.
b. Penghubung dalam penvampaian dan pengambilan dokumen

kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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Petugas Registrasi Desa/kelurahan

a. Membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil

b. Mengelola dan menyajikan data kependudukan dinDesa/Kelurahan
dan membuat laporan jumlah penduduk. lahir. mati pindah. datang

(Lampid) setiap bulan.

Adapun proses perekrutan unsur petugas diatas menurut Kabid Pencatatan
Sipil dan Pelayanan Kependudukan,

“diserahkan kepada para Camat untuk menunjuknva. dimana dalam hai ini
adalah para stat Kecamatan sendiri, kemudian Camat menyurat ke Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mengenai nama-
nama yang bersangkutaii, selanjutnya dibuat Surat Keputusan Bupati. Maka

secara personality setiap petugas, DKPS menyerahkan wewenang kepada
Camat untuk merekomendasikan (wawancara tanggal 24 Mei 2016)

o5&
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Adapun keadaan petugas disetiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel 4.
berikut ini :
Tabel 4.2

Keadaan Petugas Register KTP-el Per Kecamatan

| | e S S
No. | Kecamatan PNS Non PNS
|

T S

[P Sebatik | 2 1 -
— f . —— L ; S

2 ; Nunukan ( 4

T S w o

L 3. Sembakung : ;
B n —
{4, Lumbis i8 3
. ‘ : R"‘*‘Lﬁ'__g———f<‘"—‘

5. Kravan 60 - ,

6. Sebuku 1o

7. Krayan Selatan 24

8. Sebatik Barat 3

9. Nunukan Sefatan | 3 ;
T e S Tt
P10, Sebatik Timur 2 - ‘
ERRE Sebatik Utara | ? |

12 Sebatik Tengah T l ;
I R — Y — B

i3, Sei Menggaris ; 10
,,,,, r.\,. ____f_,_‘____.‘_.‘,,,‘%.“,_‘__‘___.ﬁ ] O R —

14, Tulin Onsoi 2

| |
S E : SE—

9 30

15. Lumbis Ogong |
N S ] L . S .
l 9
16. | Sembakung Atulat | 7

Jumlah ! 144 98

S

Sumber : data Erimcrmdiolah. 2016
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Tabel 4.3
Keadaan Operator Datduk K'TP-el Per Kecamatan
—
No. | Nama Kecamatan PNS J Non PNS |
-
I Sebatik Y 1 ‘
-—
2. Nunukan ; I |
— e -—
3. Sembakung { i :
—_— g |
(14 Lumbis i 5 |
S S SR 1
5. Krayan | ; {
S ’;i — ,_‘,_\_,’
6. Sebuku | 1
_—— ——— . __J
7. Krayan Selatan J i‘
8. Sebatik Barat | I |
o —— e —
9. Nunukan Selatan 1
10. Sebatik Timur 1
1. | Sebatik Utara | 1
12. Sebatik Tengah |
— _ e e
13. Set Menggaris L 1 i
14. | Tulin Onsoi | ! |
, ] i
I N B T |
15. Lumbis Ogong I { j
16. Sembakung Atulai 1 ; 1
A B S B R |
| 6 | 10 $
— — _¥,,§’N__L,; 4

Sumber : data primcrﬂioiah. 2016

Ketika hal ini ditanyakan kepada kepala Dinas Disdukcapil beliau mengatakan
bahwa

“Terkait Pengeloa administrasi siak ditingkat kelurahan dan Kecamatan ada
tim siak. kita sudah pernah menginformasikan kebagian jaringan dan
komunikasi data meminta untuk  mengadakan pelatihan karena domainnya
untuk kegiatan pelatihannnya teknis bagaimana proses pengimputan data
bagaimana. scorang operator tim siak. bagaimana proses pencetakan data
netioas adaministrasi kependudukan baik ditingkat desa/keturahan.  Untuk
[ehih tertibnva pencatatan penduduk  ditingkat bawah i memang sudah
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pernah diadakan bimtek untuk lebih mengintensikan lagi tugas2 vang dibawah
telah mengumpulkan beberapa kecamatan diataranya: mengadakan pelatihan.
memperkenalkan program apabila terjadi penyesuaian program-program baru
termasuk saat int program siak 5 langkah dan arah upaya sudah dilakukan
dalam meningkatkan SDM. Namun belum juga efektif harusnya memang ada
lembaga untuk mengikutkan mereka pelatihan meialui bimtek secara nasional
oleh kemendagri yang khusus lebih melatih mercka supaya SDM yang
disiapkan lebih optimal nanti dan siap pakai karcna sumber daya manusia
vang diusulkan dari pihak desa/kelurahan dan kecamatan belum semuanva
mengetahui tekhrologi dari system ini

Dilanjutkan oleh beliau :

contoh disaat input data mati lampu ujung-ujungnyanya injek data tidak hidup
lapor ke dinas, memang perlu intensifikasi SDM perlu ditingkatkan baik dari
skill’lkemampuan, mengetahui aturan yvang berlaku tentang adminduk, ada
rambu-rambu yang perlu dilakukan yvang harusnya dilakukan didinas tapi
dilakukan dikecamatan. Misalnya updating data contoh yang ada seseorang
di nunukan pindah ke nunukan selatan. orang tersebut sudah punya nik.
karena ketidak tahuan seseorang maka mercka terbitkan lagi Nik baru maka
munculah data ganda, harusnya NIK aja yang dipindahkan dan yang berubah
alamat domisilinya saja schingga muncul data ganda karena mereka proses
entrt baru itulah kami dari pihak didukcapil yang mengklosing data yang ada
dikecamatan karena banyaknya data ganda akibatnya dalam hal kegiatan
pilkada jadi bermasalah karena apabila disistem data yang muncul adalah NIK
pertama yang muncul jadi apabila mau rekam NIK lagi makanya nik itu
muncul kalau pindah antar kabupaten kota kita bisa kosulidasi tapi yang
pindah antar kecamatan ini yang bermasalah.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada bapak kabid pendaftaran dan
kependudukan) dijelaskan :

“tim siak ini di SKkan oleh bupati anunukan pembentukan tim ini
dibentuk oleh Disdukcapail. ada pendelegasian kewenagan dari bupati kepada
camat no. perbub 54 tahun 2012 pendelegasian bupati kepada camat yang
salah satunya fastlitasi masalah penerbitan KTP nasional. Kartu Keluarga dan
nantimya pendelegasian kewenangan dipertegas mana vang menjadi ranahnyva
dinas mana yang menjadi ranahnya kecamatan dari pendelegasian nya apakah
perekamannya. apakah K'1P — elnya. yang saat ini masih berjalan terkecuali
vang distao hanya percetakan KTP nya saja. proses pendaftaran penduduka
tetap jalan. Untuk yang mengawasi permasalahan adminitrasi kependudukan
ada kegiatan monitoring dan evaluasi. mercka melakukan evaluasi semua
kegiatan termasuk pengawasan saspras. personil dan regulasi. Pengunaan

nonev dilekukan denvan anggaran pusar dan daerah™

Muaidi
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Dari data dan informasi tersebut diatas, menurut penulis perekrutan tersebut
masth belum maksimal, karena scbagaimana diketahui bahwa pencrbitan  dan
pendaftaran KTP Elektronik membutuhkan kualifikasi khusus karena merupakan
kebijakan vang dilatarbelakangi dengan evolusi sistem informasi manajemen.
sehingga dibutuhkan seorang sarjana dibidang teknologi intformasi agar lebih efektif’
dan dapat meminimalisir keluhan-keluhan dibidang informatika dengan demikian
berimplikasi pada optimalisasi pelayanan.

Mengantisipasi  hal  tersebut. Disdkcapil membuat terobosan  dengan
mengoptimalkan petugas yang telah ada, dengan cara menunjuk petugas khusus dari
disdukcapil untuk turun ke lapangan secara berkala khusus ke daerah vang sulit
terjangkau untuk membantu petugas kecamatan jika terjadi penumpukan berkas dan
kesulitan akses dalam perekaman penerbitan KTP elektronik. Selanjutnya
memanfaatkan enrolment untuk mengoptimalkan pelayanan. schingga hambatan
sumber dava manusia di kecamatan-kecamatan tertentu terbantukan schingga
sinergitas dengan disdukcapil terpenuhi dalam mengatasi kendala tersebult.

Maka tepatlah  kiranya dikatakan oleh McKinsey bahwa <skill atau
keterampilan yang dimiiitki oleh staf mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan
sebuah strategi sechingga implementasinya scbagai proses manajemen  dalam
pembentukan strukiur organisasi harus cakap. kompoten. terampil dan profesional
sehingga menjadi pengikat dalam bertindak melayani publik untuk mencapal tujuan

bersama.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

91

4) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya penyediaan sarana dan prasarana untuk penerapan KTP
Elektronik terbagi atas dua bagian besar, yaitu perangkat dari pusat dan perangkat
dari pemerintah Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana dari pusat terdiri dari
perangkat keras dan perangkat lunak yang didistribusikan Direktorat Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Siptl Kementerian Dalam Negeri melalui penyelia

dan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan.

Data dan informasi

mengenal pembagian penyvediaan perangkat sarana dan prasarana terhadap kedua
pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Perangkat yang Disediakan Pemerintah Pusat

Adapun jenis dan jumlah perangkat masing-masing disetiap tempat pelayanan

KTP Elektronik di setiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan sebagaimana tabel

berikut
Tabel 4.4
Daftar Perangkat Distribusi Pusat Kesetiap Kecamatan
Di Kabupaten Nunukan

lJenis ~ JUraian  ljumlah |
! T
] Server untuk Database dan AFIS | buah ;
| —_— — ——
Desktop PC 2 buah ]
e e S - - — — S — 1
I UPS 1000 VA 2 buah |
Fingerprint Scanner 2 buah ‘
Yaran ok — B— : g
l'erngl\al Signature Pad 2 buah |
Keras — _ S A

i Iris Scanner | 2 buah
— — s |
| orddisk Bksternal |t
{ ; Kamera Digital/Web Kamera E buah i
' Tripad { 2 buah ;
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Operating Sistem (OS)- windows Server I buah
l Database Engine (Standar Edition per 5 User) | buah
| Perangkat L j o .
crangxa Aplikasi Perekaman Sidik Jari 1 buah |
Lunak i . J
Anti Virus Client ! buah
Anti Virus Server 1 buah

Sumber : data primér diolah, 2016

b. Perangkat yang Disediakan Pemerintah Kabupaten Nunukan
Sedangkan perangkat yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten
Nunukan seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.5

Daftar Perangkat Yang Disediakan
Pemerintah Kabupaten Nunukan

| No. | URATAN | - | BANYAKNYA |
Tiw Jaringan ‘ - 10 Titik
2. Perangkat KTP Elektr:r;ik bergerak (Mobile). 5 Unit
3. Percetakan Mobile Funit
L S A —
o I j

Sumber :data primer diolah. 2016
Hasil observasi peneliti. didapati bahwa seccara umum perangkat ini masth
terbatas. karcna keterbatasan anggaran. sehingga telah disediakan disetiap
Kecamatan. kecuali mobile hanva terdapat di kota (Nunukan dan Nunukan Selatan).

Berdasarkan wawancara dengan kabid kependudukan beliau menjelaskan bahwa :
Terkait sarana dan prasarana semuanya telah disiapkan oleh pemerintah pusat.
untuk yang dana APBD ini selama ini yang menopang bertujuan yg kekurangannya
dari APBN namun tidak sepenuhnya dapat terpenuhi dikarenakan terbatasnya sumber
dana APBD yang diberikan oleh pemda kepada instansi teknis karena pagu dana vg

kurang sehingga kita fokus kepada alat elektonik. yvang sifatnya seperti jemput bola

‘mobile vang mana menggunakan anggaran APHBDT
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Sarana dan prasarana lainnva yang banvak menjadi hambatan dan sangat signifikan
menjadi persoalan yang terus menerus di Kabupaten Nunukan adalah masalah
jaringan. Jika tahun lalu karena providernya indosat memang tidak memungkinkan
jaringannya dipakai di Nunukan, schingga tahun 2016 ini telah menggunakan
telkomsel. namun kendala tersebut masth menjadi hambatan yang tidak kunjung
selesai. Ketika hal ini ditanyakan kepada kabid sistem jaringan informasi, beliau
menjelaskan :
Terkait Dalam mengatasi  jaringan strategi vang dilaksanakan adalah
meberikan kebijakan agar pelayan difokuskan pada kecamatan terdekat yang
sudah terkoneksi dengan jaringan pusat contohnya untuk pelayanan di
kecamatan nunukan dan Nunukan selatan bisa langsung mengadakan rekam di
Disdukcapail, di Kecamatan scbatik tengah. sebatik utara dan sebatik timur

perekaman dilakukan dikecamatan sebatik induk dan untuk wilayah
kecamatan Tulin onsoi, sembakung atulai pclayan perekaman dikecamatan

T [ | I O MO PR R T i [P S Argan trarae a] i
lumbis. Hal int kam lakukan terkait juga dengan keterbatasan anggaran, tapi

kami berharap int tidak akan mengurangi efektifitas perekamar‘]" ;iuan

penerbitan KTP-el di Kabupaten Nunukan .(wawancara tanggal 28 April

2016)

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas. penulis memahami bahwa terkait
sarana dan prasarana. pemerintah Kabupaten Nunukan telah melakukan upaya-upayva
semaksimalnya, dengan melakukan berbagai terobosan. namun kendala teknis selalu
menjadi hambatan. sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kondisi geografis,
tofografi dan demografi Kabupaten Nunukan menjadi kendala dalam implementast
vang bentuknya sarana prasarana.  Strategi kemudian yang dilakukan oleh
Disdukcapil dengan membedakan perlakuan pengadaan sarana prasarana antara
kecamatan dalam wilayvah Kota dan wilavah vang sulit dijangkau oleh akses
transportasi dan informatika adalah hal vang tepat dengan mempertimbangkan

kondisi lapangan dan pengadaan envolment di kecamatan terpencil.
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2. Implementasi Strategi “Anggaran”

Terkait dengan masalah anggaran Kabid Kependudukan menagatakan bahwa
untuk pernah menyatakan bahwa optimalisasi fungsi penganggaran sangat diperlukan
demi terwujudnya visi. misi, dan program-program pemerintah karena baik dalam
cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi bangsa kita demikian
kompleks sehingga pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang
kompleks pula. sehingga program. kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal
sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan
pembiayaannya. Di sisi lain. keterbatasan anggaran semakin menuntut agar
pemanfaatan sumberdaya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan
efisien. Kalimat ini tidak mudah untuk disikapi dengan baik jika komitmen semua
pihak tidak seiring sejalan.

Sehubungan dengan itu, pemerintah Kabupaten Nunukan menurut  Kabid

) o s
Pencatatan Sipil Dan Pelayanan Kependudukan).

pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati sangat antusias menanyakan

kendala yang dihadapi Disdukcapil dalam penerbitan KTP Elektronik, karena

sifatnya gratis, namun beliau menyadari masih banyak kendala dilapangan.

Karena itu Bupati sebenarnya bersedia memberikan anggaran yang sesuia jika

dibutuhkan. Masalahnya adalah, bahwa pemerintah pusat telah mengetuarkan

kebijakan yang sifatnya mengikat, dimana anggaran K'TP-el dibebankan pada
anggaran APBN. APBD hanya sifatnya operasional.  Terkait masalah
tersebut, kita tidak bisa apa-apa. karena itu program-program yang sifatnya
pelayanan saja dan hanya sosialisast vang dapat kami anggarkan. Adapun
besarannya. dipersilahkan menemui kasubid dan PPTKnva. (wawancara
tanggal 24 April 2016)
Berangkat dari pernyataan tersebut. ketika ditanvakan apakah ada upaya-

upava lain vang ingin  dilakukan oleh pemerintah  kabupaten melalut Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 dijawab oleh heliau
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Terkait sarpras, telah saya paparkan misainya saya Contohkan apabila barang
barang sudah rusak dengan status kepemilikan pusat yang diserahkan pada
Kecamatan maka pemeliharaannyva disiapkan oleh pusat yang mana sudah menjadi
tanggung jawab pusat terkait mentenennya tinggal dilaporkan opnamenya aja karna
semua aggaran yang menyagkut opersioanal saspras menjadi tanggung jawab pusat
trmasuk alat cetak vang mana suku cadang dan apabila barang itu rusak maka akan
dilaporkan kepusat apakah penghapusan atau perbaikan, terkait masalah anggaran
apabila tidak sesuai dengan revisi APBN maka disdukcapil melaporan ke pusat untuk
anggaran pembantuan dari propinsi apabila anggaran dari pusat dan daerah kurang.
disdukcapil akan menvurati propinsi. dan sesuai komitmen propinsi mereka akan
membantu semaksimalnya berdasarkan kebutuhan kabupaten.

Adapun anggaran yvang disediakan oleh pemerintah melalui DKPS Kabupaten
Nunukan, dijabarkan peneliti berdasarkan program yvang telah disebutkan diatas. yaitu

Tabel 4.6
Anggaran Pengaturan dan Pembentukan Struktur Organisasi
Datam Bentuk Tim Pelayanan Kependudukan

JUMLAH
_ ANGGARAN

NO. URAIAN

____{Hovorarum |
Tim Pelayanan Pendaftaran Pendudk Kabupaten
Penanggungjawab

.| Camat Se Kab. Nunukan 207.000.000.00-

Kasi Tapem Se Kab. Nunukan

Tim Pelayanan Pendafiaran Penduduk TK. Kelurahan | ]
Dan Desa “

= Petugas Registrasi se Kab. Nunukan 83.400.000.00
— —
T'im Pelayanan Pendaftaran Penduduk TK. Kelurahan |
3. | Dan Desa Non PNS E 104.400.000.00
| Operator - “-l__—_m
Total : Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat luta Delapan Ratus Ribu : 394.800.000,00
Rupiah | ;

—_— N S ————

“Sumber : data primer diolah. 2016
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Selanjutnya anggaran untuk sosialisast KTP Elektronik di Kabupaten

Nunukan terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 4.7
Anggaran Sosialisasi
No. Uraian | Jumlah Anggaran w
_f Sosialisasi RRI Uf:f@»ﬁ__mr ] , - __N_!
| Pemutaran Adlibs/Spot Iklan 7 kali siar/hari 50.000.000.00 j

2. Dialog Interaktif RR1

3. Penataan Adlpirl\igtr_agvl(_e_p_e‘n’dﬁglj@i;:f»j).400.0(3600 |

12.000.000.00

4, Tim Investigasi di Nunukan & Nnk Selatan 49.000.000.00

Jumlah {31.400.000.00
Sumber : data primer diolah. 2016 -

Anggaran sosialisasi dibuat dengan RRI dalam bentuk kerjasama dengan
perjanjian durasi penvampaian sctiap harinya, kemudian akan diisi juga dengan
dialog interaktif dalam waktu-waktu tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasi

Pendaftaran Penduduk.

anggaran sosialisasi telah kita tckan sekecil mungkin dengan menjalin
kerjasama semua pihak terutama media untuk turut serta berpartisipast dengan
biaya minimal dari pemerintah daerah. Sekarang ini kami lakukan dengan
bekerjasama dengan RRI dengan intensifnya mereka menyiarkan sosialisasi
KTP Elektronik dalam sehari 6 — 8 kali pemutaran. dan juga ditambah dengan
dialog interaktif dengan masyarakat yang saat ini telah dilakukan sebanyak 6
kali. Yang paling banyak kita sentuh dalam sosialisasi int adalah edarn baru
terkait penduduk pindah datang yang tidak perlu lagi ambil surat pindah jika
sudah perekaman dan langsung bisa mencetak KTP-ef nya. Ini terkadang
masih kurang dipahami olch masyvarakat. sehingga perlu disosialisasikan.
(wawancara tanggal 28 April 2016)

Sedangkan anggaran terhadap pelaksana program dalam hal ini operator. pelaksana

teknis dan tenaga pendukung. lebih jelas terdapat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.8
Anggaran Pelaksanan Program (Sumber Dayva Manusia)

T - -
No. | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) |
,,,,,, 4 4
. 1. | Honorarium ‘
Operator 7" ‘
Pelaksana Teknis G
Tenaga Pendukung ?
Total 256 orang - 115.200.000.00 ‘
v lach data 1 Tan adie b T T
) il;erilylmpanan, verifikasi data. foto. dan sidik | 60.272.000.00 |
Total = Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empaﬁ ratus tujuh % < 177 ];
Puluh Dua Ribu Rupiah S [ 175.472.000.00 |

Sumber : data primer diolah, 2016

Untuk anggaran penyediaan sarana dan prasarana di sctiap Kecamatan dan di
dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan undang-undang. daerah tidak
bolech menganggarkan pengadaan sarana dan prasarand. baik vang sifatnya
perbaikan/maintanance maupun pengadaan alat lainnya dan menjadi domain pusat.
Kenyataan ini sebagaimana dijelaskan oleh Kasi Teknologi Perangkat dan Jaringan
Komunikasi data :

* bahwa untuk membantu kegiatan perckaman K TP —el yang mana kalau kita
melihat bahwa ada beberapa kecamatan terutama pemekaran seperti Kecamatan
Sebatik Tengah, Sebatik Utara. Kecamatan Simenggaris dan Kecamatan Tulin Onsoi
vang belum mempunyai perangkat dikecamatan maka kegiatan yang dilaksankan
dalam mengadakan perekaman vaitu dengan menggunakan mobile enrollmen semua

vang dianggarkan hanya mobile enrollment karena sarana yang lainnya telah
tersedia”™
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Adapun besarnya anggaran yang dimaksud. terdapat pada tabel berikut :
Tabel 4.9
Anggaran Penvediaan Sarana Dan Prasarana

T T T T
{ No. ]} Uraian Jumlah Anggaran (Rp) |
L S B SR
ik Pengadaan Mobile Enroliment

1. | Tahun 2012 pengadaan | (satu) unit 64.000.000.00
— B S

2. Tahun 2014 Pengadaan 3 (Tiga) unit 210.000.000.00

3 Tahun 2016 Pengadaan [ ( Satu ) unit L72.()00.0()().()()

Sumber : data primer diolah, 2016
Dari penjabaran anggaran diatas, maka total anggaran yang diperuntakkan
bagi program penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan sebagaimana dalam
tabel berikut ini :

Tabel. 4.10
Rekapitulasi Anggaran KTP-¢l Tahun 2016

URAIAN JUMLAH | KET. 1
ANGGARAN | |
394.800.000.00 | 2016

'I‘imT’éEyanan Kependudukan

Sosialisasi  131.400.000.00 i

|
|
|
Pelaksanan Pro’grmmn (S.umber Daya 175.472.000.00 1
1
l
|
1

Manusia) _
Mobile Enrollment 72.000.000.00

| Total : Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Enam 773.672.000.00 ‘;
L Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu ) I
Sumber : data primer diolah, 2016

Jika dilihat dari penjabaran anggaran diatas. anggaran yang dipergunakan
dalam rangka koordinasi dan konsultasi serta monitoring penerapan KTP Elektronik

tidak kami tampitkan.  Hal im peneliti tidak kemukakan Karena tidak langsung

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

99

menjadi bagian penting dari program yang ada, disamping itu adanya ketidakinginan
dari pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk dipublikasikan.

Secara umum peneliti berpendapat. bahwa anggaran yang disediakan oleh
pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka penerapan KTP Elektronik cukup
signiftkan. karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sangat berkomitmen untuk melaksanakan program pemerintah
dengan menycediakan anggaran dalam rangka mensukseskan pelaksanaan KTP-el.

Dalam penganggaran tahun 2016, dijelaskan oleh Sekretaris, bahwa strategi
implementasi yang dilakukan adalah Disdukcapil telah mengajukan penerbitan KTP-
el menjadi skala sangat prioritas karena merupakan wujud pelayanan publik sehingga
anggaran tersebut tidak dikurangi sekalipun Kabupaten Nunukan tahun int terjadi
defisit anggaran dan pengurangan anggaran di semua bidang. Namun khusus untuk
anggaran penerbitan KTP-e¢l telah diajukan agar tidak dilakukan pengurangan agar
pencapaian target dari pemerintah pusat mampu direaiisasikan oleh pemerintah
dacrah. Disamping itu. terdapat support dari pcmerintah provinsi dalam bentuk
anggaran perbaikan dan penyediaan sarana prasarana yang dapat disesuaikan dengan
petunjuk teknis yang ada. dan sesuai dengan arahan dan edaran dari pemerintah pusat.

Strategi tersebut sejalan dengan pendapat Darsono dan Purwanto 2008 : |
bahwa anggaran adalah perencanaan strategis baik jangka panjang atau jangka
pendek sechagai sistem akuntasi dan alat untuk mencapal tujuan dan sasaran
organisasi. Disamping itu anggaran berguna sebagai pedoman Kerja. alat
pengkoordinasi kerja sckaligus alat pengawasan kerja. sehingga scjalan dengan

pernvataan clen bahwa angearan merupakan pernvataan harapan sasaran organisasi
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Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa camat. beliau
mengatakan bahwa yang menjadi kendala bagi mereka adalah prosedur pelayan
dalam hal ini adalah Standar Opersional Prosedur yang ada dikecamatan dapat
terlaksana namun Standar Pelavanan Minimal (SPM) vang tidak terpenuhi. contoh
Saudara Camat Sebatik Tengah mengatakan dikala mengadakan perekaman di
Kecamatan Sebatik Induk kadang ada perasaan tidak nyaman karena alat perekaman
telah digunakan oleh pihak Kecamatan Sebatik Induk. tentu pihak Kecamatan Sebatik
Tengah akan menunggu antrian. Juga dikatakannya pada saat selesai perekaman,
pthak kecamatan harus menunggu hasil rekam KTP-el nya ke DKPS. hal ini juga
Juga menunggu waktu yang tidak bisa jadi 1 (satu), dan apabila masyarakat ingin
mendapatkan KTP-elnya dengan segera, mereka diberikan pengantar oleh pihak
Kecamatan untuk mengambil sendiri ke kabupaten, dan ini lagi lagi masyarakat harus
mengeluarkan dana sendiri. Inilah yang menjadi kendala dilapangan.

Selain itu juga menurut kasi kependudukan, disaat masyarakat merekam

membawa surat pengantar untuk dicetak KTP-elnya tidak dapat dengan segera
tercetak.

Berdasarkan hal tersebut. kemudian pemerintah Kabupaten Nunukan
membagi fungsi-fungsi tersebut dengan mensinergikan tiga Satuan Kerja Perangkat
daerah vaitu : Kelurahan/Desa. Kecamatan dan Kabupaten untuk melaksanakan hal
tersebut.  Implementasinya secara strategis dipusatkan pelayanan perckamannya di

Necamatan dan Disdukeapil. tapi jika ingin cepat fangsung di Capil Kabupaten.
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karena sekarang ini pencetakan tidak boleh lagi di lakukan di Kacamatan tetapi hanya
di Didukcapil. Adapun perbedaan proseduralnva dapat dilihat dalam diagram berikut
ini

Prosedur Penerapan KTP Elektronik Yang Telah Memiliki KK

/s
/ KTPBaru \
Kelurahan o Masvyarakat mengajukan Surat Pengantar yang telah ditandatangani
RT ke Kelurahan untuk diberixan formulir Permohonan Kartu Tanda

Penduduk Warga Negara Indonesia {F-1.21) dengan membawa :
1 Foto copy KK
2. Foto Copy Akte Kelahiran/tjazah
3. Pasfotodiembar (2x3)

KTP Perpanjangan/Pergantian
Masyarakat mengajukan Surat Pengantar yang telah ditandatangani
RT ke Kelurahan untuk diberikan formulir Permohonan Kartu Tanda
Penduduk Warga Negara Indonesia {F-1.21) dengan membawa :

1. Foto copy KK

2. foto Copy KTP Lama
\ 3. Pasfoto 4 lembar {2x3)

X

Masyarakat Mendaftar sesuai loket Dan menunggu PE—— Disduk Capil
panggilan dari petugas
N

-~

\

Operator kemudian memulai proses dgn terlebih dahulu memverifikasi nama dan biodata , menanyakan
cacat/tidak. Jika normal dan sesuai, operator kemudian mengambil foto Penduduk dengan backround
merah jika tahun ketahiran ganjil dan background biru jika tahun keiahiran genap. Jika cacat maka difoto
dgn memperlihatkan kecacatannya. (angkat tangan yg cacat)

)

I
A4

Operator kemudian mempersilahkan penduduk untuk tanda tangan, dan jika yang bersangkutan tidak
bisa tanda tangan, operator dapat memandu penduduk dengan membubuhkan garis datar dari kiri
kekanan pada signature Pad

N Y,

Selanjutnya perekaman sidik jari Kemudian perekaman iris mata.

'

Operator kemudian meminta pengesahan tanda
tangan secara elektronik

pengiriman data dan menyimpannya

Operator kemudian melakukan
J datam database

K. TP-el danat dicerak /akan diprint out
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Prosedur Penerapan KTP Elektronik Yang Belum Memiliki KK

/KK Baru

Kelurahan - Masyarakat mengajukan Surat Pengantar yang telah ditandatangani RT
ke Kelurahan untuk diberikan formulir Permohonan Kartu Keluarga
dengan membawa :

Foto copy Surat Nikanh

2. Foto Copy Akte Kelahiran/ijazah

3. Blanko F1-01

Ja

_

o

v

Masyarakat Mendaftar sesuai loket pelayanan KK
y SEsUaLIoKeL pelayanan Kecamatan
v
N
Masyarakat menunggu proses sesuai SOP Kecamatan
yaitu Kurang lebih 3 hari
v J
o M
Masyarakat mengambil KK di Kecamatan dengan > Disduk Capil
Membawa Resi pengambilan yang di stempel Basah

_“
-
Masyarakat Mendaftar sesuai loket Dan menunggu

panggilan dari petugas
v

AN
FOperator kemudian memulai proses dgn terlebih dahulu memverifikasi nama dan biodata , menanyakan
cacat/tidak. Jika normal dan sesuai, operator kemudian mengambil foto Penduduk dengan backround
merah jika tahun kelahiran ganjil dan background biru jika tahun kelahiran genap. Jika cacat maka difoto

dgn memperlihatkan kecacatannya. (angkat tangan yg cacat)

-
A 4

/
Operator kemudian mempersilahkan penduduk untuk tanda tangan, dan jika yang bersangkutan tidak
bisa tanda tangan, operator dapat memandu penduduk dengan membubuhkan garis datar dari kiri

k kekanan pada signature Pad

v

Selanjutnya perekaman sidik jari

) N

-

Kemudian perekaman iris mata.

\ 4

Operator kemudian meminta pengesahan tanda Operator kemudian melakukan
tangan secara elektronik pengiriman data dan menyimpannya

dalam database

v

KTP-el dapat dicetak / akan diprint out.
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Secara substansi, prosedur yang dilakukan oleh DKPS Kabupaten Nunukan
telah memenuhi langkah-langkah sebagaimana standar operasional vang disyaratkan
oleh Kemendagri. Jika dikaitkan dengan tempat pelaksanaan pelayanan yang
dipusatkan di kecamatan (Khusus KK) dan kabupaten (Khusus KTP), dengan kondisi
geografis dan tofografi yang sulit sebagaimana dijabarkan diprofil Kabupaten, maka
pengaturan ini menurut peneliti sudah sangat sesuai, namun tetap terkendala jika
pemohon ingin mendapatkan KTP-el dalam masa vang cepat, karena harus mendanai
sendiri dengan biaya vang besar. Namun dengan adanya enrollment telah mampu
menjemput bola dan sedikit meringankan pemohon walau masih menyisakan
permasalahan dengan anggaran vang minim karena kebijakan dari pusat yang
membatasi hal tersebut.

Sehingga menurut peneliti. sudah tepat ketika pusat pelayanan dilakukan di
setiap kecamatan dengan asumsi bahwa jika di kecamatan proses mobilisasi
penduduk membutuhkan anggaran yang febih kecil, akses ketempat pelavanan yang
walaupun disebagian kecamatan cukup sulit juga namun dapat diatasi dengan mobile
enrollment  nantinya sehingga efektifitasnya dapat diperhitungkan, koordinasinya
lebih mudah dan murah. dan masyarakat yang terlambat dapat menjangkaunya
sckalipun tidak terpasilitasi dengan mobilitas penduduk. Dan khusus untuk yang
menginginkan percepatan pelavanan dapat langsung ke DKPSI, tanpa menghambat
perpanjangan birokrast.

Kemudian dalam pandangan peneliti. implementasi strategi vang ditetapkan

melalul fangkah-tanckah prosedur vang diterapkan terhadap penduduk ini. tanpa
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disadari ternyata memberikan pemahaman yang baik, dimana penduduk menyadari
dengan sendirinya bahwa dengan K1P- el, tidak mungkin lagi ada penggandaan dan
tidak ada kecurangan vang bisa difakukan. Hal ini disadarinya karena masyarakat
paham bahwa sidik jari dan iris mata tidak mungkin dipalsukan, terutama jika ditanva
siapa nama ibu kandung. Bahkan banvak diantara masyarakat vang pernah merantau
ke Malaysia yakin hal ini akan berdampak positif. karena KTP dengan sistem chip di
Malaysia telah dibertakukan scjak dulu dengan nama /C (identity Card).

Dari keterangan ini. peneliti berpendapat prosedur vang diberlakukan dalam
penerapan KTP Elektronik cukup membuat masyarakat yakin dan percaya terhadap
program baru ini, sehingga dampaknya animo masyarakat untuk memiliki KTP
Elektronik juga tinggi. Apalagi untuk masyarakat yang bermukim di kota, lebih
dimudahkan dengan adanya surat dari Kemendagri No. 471/1768/S) perihal
Percepatan Penerbitan KTP-cl dan Akta kelahiran dan telah ditindaklanjuti oleh Capil
dan diteruskan ke Kecamatan-kecamatan.

Dari beberapa penjclasan diatas. menurut peneliti, prosedur telah banyak
dipangkas mulai dari pusat hingga ke daerah bahkan ke Kecamatan dan
Kelurahan/Desa.  Dengan demikian ini dilakukan dalam rangka mempercepat
pelavanan karena adanya perubahan ¢-KTP ke KTP-cl ini memang diperuntukkan
bagaimana kebutuhan mendasar masyarakat dalam hal KTP yang selalu menjadi
kendala dari tahun ketahun dapat diminimalisir dan diharapkan lebih efektif dan

efisien.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada Bab 1V. maka dapat

disimputkan sebagai berikut :

(S

Pada dasarnya pelaksanaan KTP-el di Kabupaten Nunukan vang dilaksanakan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil ) Kabupaten
Nunukan sudah berjalan dengan baik dan sudah hampir mencapai 79,548 %
masyarakat yang mempunyai KTP-el. dari beberapa strategis vang dilaksanakan
oleh DKPS dalam pencapatan tersebut dalam bentuk program adalah :

a. Pembentukan Tim Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten
Nunukan

b. Sosialisasi

c. Pembentukan Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia)

d. Penyediaan Sarana Prasarana
Dari strategi anggaran, DKPS Kabupaten Nunukan pada tahun anggaran ini.
tidak mengurangi anggaran sedikitpun dalam hal penerbitan KTP-el walaupun
dalam kondisi defisit dan pengurangan anggaran hanva diberlakukan dalam
kegiatan lainnya. Dalam penyediaan sarana prasarana. walaupun telah ditetapkan
oleh pusat bahwa anggaran pelayanan KTP-el menjadi domain pusat dan tidak
boleh dianggarkan oleh dacrah. namun pemerintah Kabupaten telah berusaha
semaksimal mungkin melakukan lobi ke propinsi untuk mengatasi kendala

1 momano  dihadani oleh Kabunaten  Nomnnkan Sehinoon
: noodin yoooleh Koabunates mul ao

Lt (S
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mendapatkan anggaran pendampingan dan juga APBD untuk menunjang
kegiatan K'1'P-el di Kabupaten Nunukan schingga bentuk komitmen Disdukeapil
telah terlihat dalam mengimplementasikan program vyang telah diformulasikan

sebelumnva.

(]

Dart scgi prosedur pelaksanaan K1P-el. Kabupaten Nunukan dimulai dari

Desa/Keturahan.  kemudian ke Kecamatan/disdukcapil untuk perekaman

penduduk.  namun dalam mempercepat perekaman dan penerbitan KTP-el.

rategl Disdukcapil  telah  memangkas alur  birokrasi. diantaranya untuk
perckaman dan penerbitan KTP-el yang telah memiliki NIK, langsung ke
Disdukcapil tanpa melewati pihak Kecamatan, sehingga lebih efisien.
B. Saran
Agar pelaksanaan KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan dapat berjalan lebih
optimal dan efisien. disarankan :

I. Program vang akan dilaksanakan mempertimbangkan  sumber dava manusia
vang ada dikecamatan adanya peningkatan ketrampilan dan bimbingan teknis
bagi Tim dikecamatan akan sangat membantu dalam melaksanakan program
KTP- el. Mengembalikan pungsi percetakan KTP-el di Kecamatan dengan
menempatkan sumber daya manusia instansi pelaksana ( Disdukcapil) guna
memperlancar pelayanan publik.

2. Anggaran KTP Elektronik harus dipastikan bermanfaat dan dalam rangka

percepatan pelayanan program yang telah ditentukan, sehingga berpengaruh pada

optimalisasi program, dan tidak tumpang tindih antara anggaran vang disediakan

at. propinsi dan daerah. agar sinergitas dapat tercapai,

o
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(US)

Prosedur yang dilakukan sekalipun telah baik. namun sebaiknya ditempat-tempat
pelayanan membuat skema prosedur pelayanan KTP Elcktronik. sehingga
masyarakat semakin memahami dan mengerti tatacara dan tahapan vang harus
dipenuhi. Kemudian ditempat-tempat pelavanan sebaiknya ada petugas khusus
untuk mengarahkan sehingga masyarakat vang dilavani tidak bertanya-tanya

sehingga efektif dan efisien.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Amin Wijayva Tunggal.. 2010 Manajemen Strategik. Jakarta. Harvarindo
Azhari dan Idham. 2002, Good Governance dan Otonomi Dacrah, UGM Yogjakarta

Bungin. Burhan.. 2008. Penclitian Kudalitatif - Komunikasi. Fkonomi, Kebijakan
Publik dair lmu Sosial lainnva, Jakarta, Kencana

Cahyana Ahmadjayadi. 2004, Sistem Informasi Kepemerintahan Abad 21, Jakarta
Kominfo

Crown Dirgantoro.. 2004.. Manajemen Stratejik.. Jakarta.. Grasindo

Falih  Suacdi, 2010., E-Government sebagai  Surana  Revitalisasi  Birokrasi..
Yogyakarta Graha Ilmu.

Fitri Kurniawan dan Muliawan.. 2008. Manajemen Strategik dalam Organisasi.
Yogyakarta. MedPress

David Osborne and Ted Gaebler. Reinventing Govermment, (William Bridges and
Associatics. Addison Wesley Longman. 1992).

Hasibuan. M. 2003, Manajemen Dasar. Pengertian dan Masalah. Jakarta Bumi
Aksara

Hunger dan Wheelen. 2003. Manajemen Straregis.. Yogvakarta,. Penerbit Andi
Iwan Purwanto, 2008., Manajem.en Strategi. Bandung, CV. Yrama Widya
Karhi Nisjar dan Winardi. 1997.. Manajemen Strategik. Bandung. Mandar Maju

Nawawi.. 2003, Manajemen Startegik Organisasi Non ['rofit Bidang pemerintahan.
Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Nugroho. Riant. 2003, Kehijakan Publik: Forndasi, Implementasi. dan Evaluasi.
Jakarta: PT. Alexmedia Competindo.

Rangkuti. 2001, Andalisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis © Reorientasi

Konsep Perencanaan Strategi untuk Menghadapi Abad 21. Yogyakarta.
Pustaka Pelajar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

Riyadi. Bratakusumah, D.S, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta. PT
Gramedia Pustaka Utama

Salusu. 2004, Pengambilun Keputusan Stratejik unink Organisasi Publik  dan
Organisasi Non Profit, Jakarta. PT. Grasindo

Setiawan H.P.. dan Zulkieflimansyah.. 2007. Muanajemen Strategi (Buku Seri
Muanajemen).. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.

Silih- Agung Wesasa. 2005, Srrategi Publik Relations.. Jakarta. Gramedia Pustaka
Utama

Sistaningrum.. 2010, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanian Terhadap Strukiur
Penguasaan tanah dan Dampakiyva  Terhadap  Kesejahieraan Petani..
Graha Hmu, Yogyakarta

I P YaYaYA Qoor it noss draatnovs sir1rrbv vrrerisy ’ . . A . ‘e ar el
Soctomo, 2000, Strategi-siirategi peimbangunan Masyarakat. @ Yogvakarta Pustaka
Pelajar.

Sukanto R.. 2003., Manajemen Strategi. Yogyakarta, BPHL

Tjiptoherijanto, Kelembagaan Kependudukan  Era  Otonomi  Daerah,  Jurnal
Administrasi Negara. 2005.

Wahab. Solichin A. 1991. Analisis Kebijukan duri Foirmulasi ke lmplementasi
Kebijakan. Bumi Aksara Jakarta.

Wibawa. Samodra. 1994. Kebijukan Publik, Intermedia Jakarta.

Widodo. [Improvisasi Manajemen  Strategis Sektor Publik. Jurnal  Administrasi
Negara-volume iit\vol.iii. no. 1. 2000,

Winarno. Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media
Pressindo.

Wrihatnolo. Nugroho. 2006. AManajemen  Pembangunan  Indonesia.  Sehuai
Pengantar dan Panduan. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Dokumen :

UL No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UL No. 24 Tahun 2013 tentang Administrast Kependudukan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
e-Governmet

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 57 Tahun 2003

Pusat Pendidikan dan Pelatithan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. Edisi kelima Tahun 2007

LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2010

Lain-Lain :

PT.Unisystem Utama, Penerapan Teknologi Tepat Guna mendukung
Pefayanan Administrasi Kependudukan (www.unigov.unisystem.co.id)

I Dewa Made Agung, SE.M.Si.  Inovasi Layanan KTP “Pclavanan Publik
Suatu Keharusan™ www.denpasarkota.¢o.1d

Slamet Mulyo. Jurnal “Enkripsi RC4 sebagai Security pada Database Aplikasi
SIAK. www.mercubuana.ac.id

PT. Telematika, SIMDUK, www.telematika.co.id

CV.Artha Mitra Pratama, Sintap (Sistem Informasi Satu  Atap)

Tjipto Atmoko http:/resources.unpad.ac.id/ unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/
standarperasionalprosedur.pdf.

M. Farid Wadji, http://www.ums.ac.id. Manajemen Strategi. Bab XUHL  edisi 2.
diakses

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42900.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	123_Page_54
	123_Page_55
	123_Page_56
	123_Page_57
	456



